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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 144/PMK.06/2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  

OLEH BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

   

Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang dapat menunjuk Badan Layanan 

Umum Lembaga Manajemen Aset Negara untuk 

melakukan pengelolaan Barang Milik Negara sebagai Aset 

Kelolaan dalam rangka meningkatkan daya guna dan 

hasil guna, meningkatkan penerimaan negara, dan 

memberikan manfaat sosial dan/atau manfaat ekonomi; 

b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

Aset Kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga 

Manajemen Aset Negara, diperlukan pengaturan terkait 

tata kelola dengan memperhatikan tujuan pembentukan 

Badan Layanan Umum, praktik bisnis yang sehat, dan 

pelaksanaan optimalisasi Barang Milik Negara; 

c. bahwa pengaturan pengelolaan Aset Kelolaan oleh Badan 

Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara perlu 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan 

Umum Lembaga Manajemen Aset Negara; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen 

Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 589); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN 

BARANG MILIK NEGARA OLEH BADAN LAYANAN UMUM 

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan. 

3. Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga 

yang bertanggung jawab atas Penggunaan BMN pada 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 
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4. Menteri Keuangan adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN. 

5. Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara 

yang selanjutnya disingkat LMAN adalah satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan 

tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan 

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan 

umum. 

6. Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara yang 

selanjutnya disebut Aset Kelolaan adalah aset yang 

dikelola oleh LMAN yang dapat dijadikan sumber daya 

ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang dan 

memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial. 

7. Aset Layanan Konsultasi yang selanjutnya disebut Aset 

Konsultasi adalah aset Mitra yang dikerjasamakan 

dengan LMAN dalam rangka meningkatkan nilai tambah 

aset.  

8. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I pada 

Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 

10. Direktur Utama adalah pemimpin LMAN yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan 

melalui Direktur Jenderal. 

11. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 

suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa Aset 

Kelolaan pada saat tertentu. 

13. Mitra adalah pihak yang melakukan perikatan dalam 

rangka Pemanfaatan Aset Kelolaan dengan LMAN. 

14. Pihak Lain adalah pihak selain Menteri Keuangan, 

Direktur Jenderal, dan Direktur Utama. 
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15. Seleksi Pemilihan adalah bentuk pemilihan Mitra guna 

pengalokasian hak Pemanfaatan atas pengelolaan Aset 

Kelolaan melalui penawaran secara tertulis untuk 

memperoleh penawaran tertinggi. 

16. Lelang Hak Menikmati Barang adalah bentuk pemilihan 

Mitra dengan lelang atas hak yang memberi wewenang 

untuk menikmati atau memanfaatkan Aset Kelolaan 

dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah 

uang. 

17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Kelolaan yang 

dilakukan oleh LMAN, dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

18. Sewa Guna adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan oleh Mitra 

dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 

uang.  

19. Kerja Sama Pendayagunaan yang selanjutnya disingkat 

KSPd adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan melalui 

pembangunan aset baru pada Aset Kelolaan oleh Mitra, 

yang selanjutnya dilakukan pendayagunaan oleh Mitra 

dalam jangka waktu tertentu. 

20. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO 

adalah Pemanfaatan Aset Kelolaan dengan pelaksanaan 

pengembangan bisnis atas Aset Kelolaan antara LMAN 

dan Mitra secara bersama-sama dalam jangka waktu 

tertentu. 

21. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen 

yang selanjutnya disingkat KSM adalah Pemanfaatan 

Aset Kelolaan dengan mengikutsertakan sumber daya 

manusia dan/atau kemampuan manajerial dari Mitra, 

dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan LMAN. 

22. Pemakaian Sementara adalah Pemanfaatan sebagian Aset 

Kelolaan oleh Mitra dalam jangka waktu dan dengan 

kriteria tertentu tanpa dikenakan biaya Pemanfaatan. 

23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset 

Kelolaan berupa BMN. 


